
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal L2

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OtS perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran d.an Pendapatan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor LT Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286l.;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaO0l;
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3S\;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437't sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2A74 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a57al;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OOS Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor a576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor l4A, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 461fl;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang Laporan

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO7

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a6931;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik

Indonesia Tahun 2o1o Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2O7l

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2A06 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65

Tahun 2AO7 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah Provinsi Sumatera Utata (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor

7);

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Daerah Provinsi sumatera utara Tahun 2AlO

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 1);



2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Hibah

3). Belanja Bantuan Sosial

4). Belanja Bagi Hasil

5). Belanja Bantuan Keuangan

6). Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1). Belanja Pegawai

2). Belanja Barang dan Jasa

3). Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluararr

Jumlah Pembiayaan Netto

SILPA sebelum Koreksi

Koreksi SILPA

SILPA setelah Koreksi

Rp. 1.055.299 .206.507 ,OO

Rp. 2.094.026.7 66.0A0,00

Rp. 0,oo

Rp. 2 33A.828.370.083,00

Rp. 405.929.354.911,OO

Rp. O.O0

Rp. 5.886.083.697.501,OO

Rp. 151.092.147.808,00

Rp. 989.746.989.L28,6O

Rp. 932.244 3a9.249.OO

Rp. 2.073.083.486.185.60

Rp. 7.959.167.183.686.60

Rp. 521.591.769.283.41

Rp. 14.897.9A5.723,21

Rp. O.OO

Rp. 14.897.905.723.21

Rp. 536.489.675.006,62

Rp. P 1a.833.58a.00)

Rp. 536.274.841.422,62

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi €rnggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini-

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal 18 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal ?-o Oklobo.r ?a\b

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

BERITA DAERAH PROVINSI SIJMATERA UTARA TAHUN 2OL6 NOMOR AE
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Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan

realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi €mggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap or€Lng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan,
pada tanggal t6 eLhalraar a<rt €

GUBERNUR SUMATERA UTARA.

+-
TENGKU ERRY NURADI


